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Opim' Daerah Turun, BPK Dinilai Gagal

TARAKAN - Ha-
sil - pemeriksaan

‘BPK RI Perwakilan

Kaltara semester 11

' tidak - melakukan

evaluasi pada angka-angka sera-
pan APBD pemerintah daergxh di
Kaltara, melainkan pada kesiapan

5 kabupaten/kota
- juga Provinsi Kal- -
tara pada penggu-
ndan sistem ber-

basis akrual~

" Dari 5 kabupaten/kota saat ini 2
di antaranya sudah sclesai dieva-
luasi persiapan termasuk Provinsi

Kaltara sendiri. Yang dilihat dari
evaluasi ini yakni komitmen pe-
mimpin tiap-tiap duun{h,\ ka)‘t.—
men regulasi, kesiapan SDM, kesi-
apan IT dan hal-hal apa saja yang
sudah dilakukan dalam pengguna-
an sistem ini.

Diungkapkan Kepala BPK RI Kal-
tara Ade Iwan Ruswana, pada lapo-
ran semester Il iniimemang tidak
akan bermain pada angka-angka
dan lebih kepada kuantitatif kesia-
pan untuk penggunaan sistem baru
yang serentak di Indonesia. 3

“Memang saat ini karni menun-
da untuk pemeriksaan keuangan,
sehingga memang dialokasikan

untuk pemantauan kesiapan tiap-

tiap ‘daerah juga provinsi dalam
pengguanan sistem berbasis akru-
alini,” jelas Ade. -

Dengan indikator pemeriksaan
dalam evaluasi tersebut bisa di-
simpulkan kesiapannya, yang saat
ini masih dalam proses pemerik-
saaan ada 3 kabupaten/kota yaitu
Tarakan, KTT dan juga Bulungan.

“Ini masih proses kami lakukan
pemeriksaaan, jadi memang be-
lum bisa dikeluarkan hasilnya,”
tutur Ade. ;

Berkaitan dengan sistem kesia-
pan penerapan berbasis akrual ini,

memang dilakukan agar tahun 2016

dapat dilihat hasilnya pada laporan.

keuangan semester I, sehingga ta-
hun selanjutnya pemeriksaan akan
bermain pada angka-angka. -
“Nanti tahun depan pemerika-
san laporan keuangan kami, be-
tul-betul menguji angka dari sisi

penyajian mereka apakah sukses
" dengan sistemn akutansi. akrual

mudah-mudahan tidak terjadi pe-
nurunan opini,” harap Ade:

Hasil dari kesiapan Kaltara, Nu-
nukan dan Malinau sendiri diakui
Ade memang tiap-tiap daerah
sangat kekurangan tenaga akun-
tan, lalu teknologi infomasi yang
masih belum memadai dan juga
pimpinan kepala daerah yang ti-
dak begitu paham dengan itu da-
pat dievastuasi dari laporan ini.

“Memang masih sangat mi-
nim  terutama dalam - SDM

. akuntan,”jelas Ade.

Hasil Provinsi Kaltara sebetul-
nya dalam posisi daerah transisi
sudah cukup baik, mulai dari sis-
tem, kepemimpinannya juga cu-
kup baik, namun SDM juga sangat

kurang dan ini dan ini dimaklumi
karena masih daerah pemekaran.
“Kami ~ masih  memaklumi,
karena memang Kaltara masih
baru dan belum memiliki banyak
SDM,” ujar Ade. :
Lalu, Nunukan dan Malinau cu-

- kup baik dengan sistem yang cukup .

memadai; namun memang Mali-
nau masih ada yang kurang tetapi
ini masih dalam tahap wajar dan
dapat membicarakan kekurangan
ini untuk dapat dibantu oleh BPKP.
“Saya’kira masih sangat wajar
untuk tahan awal penerapan sis-
tem berbasis akrual,” jelas Ade.
Lanjutya, ketika pada 2016 nanti
akan dilakukan pemeriksaan lapofan
keuangan, lalu Provinsi Kaltara, dan

- 5 kabupaten/kota minimal opininya
- harus tetap. Jika nanti opininya me-

nurun, artinya, tiap-tiap daerah tidak
siap dengan sistem baru ini.

“Kalau misalnya seluruh kabupa-
ten kota di provinsi Kaltara meraih
opini disclamer semuah, yah arti-
nya kami, belum berhasil membi-
na. Yah mudahn-mudahan lebih
bagus,” ungkap Ade. (nri/asm)




